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ABSTRAK 

Kebijakan Publik umumnya merujuk pada langkah-langkah atau keputusan yang 

diambil oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya, yang bisa berupa pengaturan 

atau keputusan. Pemerintah kota Palembang menetapkan sebuah kebijakan berupa 

pemberian pengurangan piutang PBB sebagai keputusan yang mereka ambil agar piutang 

PBB dari suatu Objek Pajak pembayarannya dapat dikurangi. Namun, setiap kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah itu harus dapat memprediksi secara akurat dampak dari pilihan 

kebijakan tersebut sebab setiap kebijakan yang dibuat tidak selalu memiliki dampak yang 

sama sepanjang waktu sejak kebijakan tersebut diformulasikan.  Oleh karena itu, penelitian 

ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam sejauh mana dampak yang dihasilkan Kebijakan 

pemberian pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang pajak bumi dan 

bangunan ini di kota Palembang.  

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Data yang diperoleh melalui 

wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini meliputi 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa kebijakan ini berhasil mengurangi beban 

finansial masyarakat dan membantu menyelesaikan masalah-masalah terkait pembayaran 

PBB sembari meningkatkan realisasi PBB lewat pelunasan piutang. Selain itu, kebijakan ini 

juga memiliki dampak psikologis yang menggerakkan masyarakat untuk membayar pajak 

tepat waktu. Dampak jangka panjang kebijakan ini termasuk peningkatan kepatuhan wajib 

pajak dan peningkatan realisasi PBB setidaknya sebesar 5% setiap tahunnya. Meskipun 

terdapat biaya langsung berupa insentif pengurangan pajak, dampaknya sebanding dengan 

peningkatan penerimaan PBB kota Palembang. Selain itu, tidak ditemukan biaya tidak 

langsung yang signifikan bagi masyarakat terkait dengan penerapan kebijakan ini.  

Dengan demikian, kebijakan pengurangan piutang PBB di kota Palembang ini sudah 

tepat dan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan dan signifikan bagi masyarakat 

sekaligus pemerintah di saat yang sama dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

Kata Kunci : Dampak Kebijakan, Kebijakan Publik, Piutang, PBB 
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ABSTRACT 

Public policy generally refers to the steps or decisions taken by the government to 

carry out its tasks, which can range from regulations to decisions. The government of 

Palembang city has set a policy in the form of providing a reduction in property tax arrears 

(PBB) as a decision they made so that the PBB arrears of a taxpayer can be reduced. 

However, every policy issued by the government must accurately predict the impact of the 

policy choices made because not every policy has the same impact over time since the policy 

was formulated. Therefore, this research aims to examine in depth the extent of the impact 

generated by the policy of providing principal reduction and administrative sanction 

exemption for property tax arrears in Palembang city. 

This study used a qualitative method. Data were obtained through interviews, 

observations, and documentation. Data analysis in this study included data reduction, data 

presentation, and drawing conclusions. 

In this study, it was found that this policy successfully reduced the financial burden on 

the community and helped resolve problems related to PBB payments while increasing PBB 

realization through arrears payments. Additionally, this policy also had psychological 

impacts that motivated people to pay taxes on time. The long-term impact of this policy 

includes increased taxpayer compliance and increased PBB realization by at least 5% 

annually. Although there were direct costs in the form of tax reduction incentives, the impact 

was proportional to the increased revenue for Palembang city. Furthermore, no significant 

indirect costs were found for the community related to the implementation of this policy. 

Thus, the policy of reducing PBB arrears in Palembang city is appropriate and can 

provide sustainable and significant impacts for both the community and the government at 

the same time in achieving the set goals. 

Keywords: Policy Impact, Public Policy, Arrears, PBB 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebijakan Kebijakan publik umumnya merujuk pada langkah-langkah atau keputusan 

yang diambil oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya, yang bisa berupa 

pengaturan atau keputusan. Praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik 

dalam suatu sistem pemerintahan negara, di mana terdapat langkah-langkah atau upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaksana negara (Soetari, 2018). Pemahaman yang lebih 

baik tentang sifat kebijakan publik sebagai pedoman tindakan dapat tercapai dengan 

menguraikan konsep ini ke dalam beberapa kategori, seperti kebutuhan kebijakan, keputusan 

yang diambil dalam kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil yang diharapkan dari kebijakan, 

serta dampak yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Maka dari itu, pemerintah yang 

berperan sebagai perumus kebijakan seharusnya dapat mengantisipasi dampak dari adanya 

suatu kebijakan sehingga dapat berdampak positif ataupun sesuai target sebagaimana yang 

sudah dirumuskan pada saat perumusan kebijakannya, agar pemerintah dapat mengantisipasi 

konsekuensi dari tiap lapisan masyarakat yang ikut terlibat dalam tahap pengimplementasian 

kebijakan tersebut sehingga perumusan kebijakan selanjutnya di masa yang akan datang 

dapat disesuaikan dengan hasil evaluasi terhadap kebijakan yang sudah dijalankan. 

Kebijakan Publik dirancang secara tepat sebagaimana semestinya pembuatan 

kebijakan yang rasional memerlukan akses terhadap informasi mengenai berbagai opsi 

kebijakan yang tersedia, kemampuan untuk meramalkan dengan akurat dampak dari opsi 

kebijakan tersebut, serta kemampuan untuk secara cerdas mengevaluasi dan 

mempertimbangkan secara tepat perbandingan antara biaya dan manfaat yang akan 

diperoleh (rasio antara biaya dan keuntungan)(Soetari, 2018). Maka dari itu setiap kebijakan 
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yang dikeluarkan pemerintah, termasuk pemerintahan kota Palembang itu harus dapat 

memprediksi secara akurat dampak dari pilihan kebijakan tersebut, termasuk kebijakan 

mengenai pemberian pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang 

pajak bumi dan bangunan yang seharusnya dalam perancangannya sudah memperhatikan 

apa yang dibutuhkan ataupun keinginan masyarakat termasuk mengetahui seluruh 

konsekuensi yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Adalah suatu biaya yang harus dibayarkan atas 

kepemilikan tanah dan bangunan yang memberikan manfaat serta posisi sosial-ekonomi bagi 

individu atau entitas. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat material, sehingga tarifnya 

ditetapkan berdasarkan kondisi fisik dari properti tanah atau bangunan yang dimiliki 

(Sandra, 2021). Dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan bahwa Pendapatan dari 

pajak atas tanah dan bangunan jauh di bawah sasaran/target yang telah ditetapkan.. Berikut 

data mengenai penerimaan pajak di Indonesia pada 3 tahun terakhir. 
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Gambar 1. Realisasi Pendapatan Negara Selama 3 Tahun Terakhir 

 

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023) 

Realisasi pendapatan negara selama 3 tahun terakhir terkhusus untuk penerimaan 

pajak bumi dan bangunan masih terbilang sangat rendah. Pada tahun 2021 realisasi PBB 

baru meraih sebatas 18.924 Milyar Rupiah dibandingkan dengan pajak lainnya yang sudah 

merealisasikan pajak melampaui nilai 100.000 Milyar Rupiah, pada tahun 2022 pun masih 

belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 20.903 Milyar Rupiah 

sedangkan pajak-pajak lainnya sudah mengalami peningkatan yang pesat seperti pajak 

Penghasilan yang mengalami peningkatan setidaknya 200.000 Milyar Rupiah. Penerimaan 

pendapatan daerah melalui pajak bumi dan bangunan ini terbilang sangat rendah jika 

dibandingkan dengan pajak lainnya yang mencapai ratusan ribu milyar sedangkan 

penerimaan PBB  itu masih mengambang di bawah bagan dimana terbatas hanya menggapai 

paling maksimal 31.311 Milyar Rupiah pada tahun ini. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis Mukhlis (2020), didapatkan 

bahwa Penerimaan pendapatan daerah melalui pajak bumi dan bangunan sering menghadapi 

berbagai masalah yang menyebabkan angka penerimaan ini sangat rendah dibandingkan 

dengan pajak lainnya. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan 

masyarakat dalam membayar pajak properti mereka. Banyak warga yang tidak melaporkan 

nilai sebenarnya dari properti mereka, atau bahkan menghindari pembayaran pajak dengan 

berbagai cara yang tidak sah. Selain itu, sistem administrasi pajak yang kompleks dan sering 

kali sulit dipahami oleh masyarakat juga menjadi kendala serius. Ketidakpastian hukum dan 

kebijakan perpajakan yang sering berubah juga dapat membuat pemilik properti enggan 

membayar pajak dengan jumlah yang seharusnya. Selain itu, rendahnya kualitas layanan 

publik dan infrastruktur di beberapa daerah juga dapat mempengaruhi kepatuhan warga 

dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Semua faktor ini bersama-sama menciptakan 

tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak properti, 

yang pada gilirannya dapat menghambat pembangunan dan proyek-proyek kesejahteraan 

masyarakat yang bergantung pada pendapatan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan 

langkah-langkah yang efektif dan terencana untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, 

serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan properti, agar penerimaan 

pendapatan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan. 

Pemerintah Kota Palembang telah mengambil langkah tegas dengan menerapkan 

kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemauan warga kota Palembang untuk 

membayar piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan cara meringankan beban 

masyarakat untuk membayar piutang pajak tahun yang sudah terlewat sekaligus bertujuan 

meningkatkan realisasi pendapatan daerah dari pajak bumi dan bangunan melalui Peraturan 

Walikota (PERWALI) No. 4 tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Dan 

Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan. Langkah 
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ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan persentase penerimaan pajak bumi dan 

bangunan perkotaan di kota ini. Dengan menerapkan kebijakan ini, pemerintah berharap 

dapat mengoptimalkan sumber daya keuangan yang diperoleh dari pajak properti, yang 

nantinya dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dan program 

kota. Kebijakan pengurangan ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih 

aktif membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. 

Dengan adanya langkah konkret ini, diharapkan perekonomian kota Palembang akan 

semakin stabil dan berkelanjutan, serta Memberikan kontribusi yang signifikan bagi 

perkembangan dan kesejahteraan  masyarakat setempat. 

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang No. 4 Tahun 2017 merupakan 

peraturan yang memiliki garis besar isi terkait kebijakan pengurangan pajak bumi dan 

bangunan perkotaan. Dalam PERWALI ini, dijelaskan secara rinci mengenai ketentuan-

ketentuan terkait dengan pengurangan tarif pajak properti, syarat-syarat yang harus dipenuhi 

oleh pemilik properti untuk memperoleh pengurangan tersebut, serta prosedur administratif 

yang harus diikuti. PERWALI ini bertujuan untuk mendorong pemilik properti agar lebih 

aktif membayar pajak, dengan memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak bagi 

mereka yang mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Berikut data Jumlah 

pengajuan pengurangan pajak bumi dan bangunan perkotaan kota Palembang oleh 

BAPENDA kota Palembang sejak diberlakukannya PERWALI tersebut. 

Dalam implementasinya, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang 

berperan sebagai pelaksana kebijakan ini. BAPENDA bertanggung jawab untuk memastikan 

bahwa PERWALI ini dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Mereka 

memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang kebijakan ini, memberikan 

informasi terkait syarat-syarat dan manfaat pengurangan pajak, serta melakukan pengawasan 

terhadap pematuhan dan kepatuhan warga dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 
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BAPENDA juga berperan dalam mengumpulkan data dan melaporkan capaian penerimaan 

pajak kepada pemerintah kota, sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap efektivitas 

kebijakan ini. Berikut data Jumlah pengajuan pengurangan PBB-P Palembang oleh 

BAPENDA kota Palembang sejak diberlakukannya PERWALI tersebut. 

Sumber : Bidang P4D BAPENDA Kota Palembang 

Dampak kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan warga dalam 

membayar pajak properti. Dengan adanya insentif berupa pengurangan tarif pajak, 

diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk melaporkan nilai propertinya dengan 

benar dan tepat waktu. Dampaknya adalah peningkatan penerimaan pajak yang dapat 

dialokasikan untuk proyek-proyek Pengembangan fasilitas infrastruktur, layanan kesehatan, 

sistem pendidikan, serta inisiatif sosial lainnya. Selain itu, meningkatnya penerimaan pajak 

juga dapat memperkuat keuangan daerah, memungkinkan pemerintah untuk merencanakan 

program-program jangka panjang yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan 

masyarakat. 
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Secara keseluruhan, harapannya adalah kebijakan ini akan menciptakan lingkungan 

yang lebih kondusif untuk investasi, meningkatkan kualitas hidup warga, dan memacu 

pertumbuhan ekonomi kota Palembang. Dengan keseimbangan yang baik antara keuntungan 

bagi warga dan pemerintah, kebijakan ini diharapkan menjadi langkah menuju pembangunan 

yang berkelanjutan dan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, 

penulis berkeinginan untuk membahas tentang bagaimana dampak kebijakan ini setelah 

kurang lebih 6 tahun diimplementasikan di BAPENDA kota Palembang baik dampak yang 

dirasakan dari berbagai lapisan masyarakat maupun bagi pemerintah kota Palembang itu 

sendiri. 

Penelitian mengenai kebijakan pengurangan pajak bumi dan bangunan perkotaan telah 

menjadi fokus utama dalam beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan studi literatur yang 

dilakukan oleh penulis, ada sekitar 32 karya ilmiah yang membahas tentang bagaimana 

kebijakan serupa diimplementasikan. Salah satu studi terkemuka berjudul "Analisis dampak 

permohonan pengurangan PBB terhadap penerimaan PBB di kantor pelayanan pajak 

pratama Jakarta Kebayoran lama," oleh Lestari (2008) memberikan gambaran mendalam 

tentang implementasi kebijakan serupa di kota lain. Penelitian ini mengevaluasi dampak 

ekonomi dan sosial dari pengurangan tarif PBB, dengan fokus pada penerimaan PBB itu 

sendiri serta perubahan dalam perilaku pembayaran pajak masyarakat. Temuan dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan semacam itu dapat meningkatkan minat dan 

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan mengurangi beban finansial bagi 

masyarakat yang bersedia membayar piutangnya, serta meningkatkan penerimaan pajak 

tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mencatat peningkatan signifikan dalam kepatuhan 

pajak di wilayah Jakarta Kebayoran Lama yang sudah menerapkan kebijakan pengurangan 

PBB. Hasil-hasil positif ini memberikan landasan yang kuat untuk mendukung kebijakan 
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serupa di Kota Palembang, memperkuat urgensi dan relevansi penelitian ini dalam konteks 

keberlanjutan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. 

Sementara itu, meskipun objek penelitian yang dibahas pada penelitian terdahulu itu 

sama yaitu kebijakan mengenai pengurangan pokok dan sanksi administrasi dari PBB 

perkotaan, akan tetapi penelitian yang berfokus pada dampak kebijakan itu sendiri hanya ada 

2 jurnal. Penelitian yang dilakukan pada penelitian tersebut pun berfokus pada kantor 

pelayanan pajak pratama dan bukan pada kantor BAPENDA kota itu sendiri sebagai acuan 

untuk mengukur dampak kebijakan tersebut terhadap pendapatan daerah berdasarkan 

penerimaan PBB sejak kebijakan tersebut diimplementasikan. 

Berdasarkan perolehan data dan informasi yang didapatkan penulis tentang bagaimana 

dampak kebijakan ini seharusnya dan mengingat ada penelitian sebelumnya yang pernah 

meneliti tentang objek yang sama namun dengan fokus yang berbeda. Melalui identifikasi 

masalah menggunakan metode empiris, penulis mencoba menentukan dengan pasti apakah 

kebijakan ini ditujukan kepada masyarakat kota Palembang secara menyeluruh atau hanya 

kepada pemangku kepentingan yang terdampak dari kebijakan ini. Selain itu, penelitian ini 

juga berusaha memahami dampak kebijakan pengurangan ini pada pendapatan daerah Kota 

Palembang secara menyeluruh melalui analisis realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk 

menggali informasi yang lebih akurat dan terperinci tentang sejauh mana dampak dan 

sasaran kebijakan ini pada masyarakat dan perekonomian kota Palembang.  

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang, maka perumusan masalah yang menjadi topik utama dari 

Penelitian ini adalah : Bagaimana dampak kebijakan pemberian pengurangan pokok dan 
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penghapusan sanksi administrasi piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan di kota 

Palembang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka didapatkan tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan pemberian pengurangan pokok dan 

penghapusan sanksi administrasi piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan di kota 

Palembang 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diantisipasi dapat memberikan kontribusi 

pengetahuan yang berharga dalam bidang Ilmu Administrasi Publik. Penelitian 

ini diharapkan akan menjadi referensi penting untuk penelitian-penelitian 

mendatang di yang berfokus pada dampak kebijakan maupun tentang kebijakan 

pemberian pengurangan pajak itu sendiri, membuka jalan bagi pemahaman yang 

lebih mendalam dan perkembangan pengetahuan dalam ranah Ilmu Administrasi 

Publik. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat yang diharapkan secara praktis dari penelitian ini adalah agar 

membantu menggapai sebuah pemahaman yang mendalam mengenai Dampak 

kebijakan Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi 

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang diterapkan oleh pemerintah 

kota Palembang. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan evaluasi bagi 

pemerintah dalam menilai efektivitas kebijakan tersebut.  
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